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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kejahatan begal dalam istilah hukum pidana disebut sebagai tindak 

pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP 

dan/atau pemerasan dengan kekerasan atau ancaman yang diatur dalam Pasal 

368 KUHP. Tindak pidana tersebut dikenal masyarakat sebagai kejahatan 

begal. Kejahatan begal merupakan sebuah aksi kriminal yang dilakukan 

melalui kekerasan bahkan sampai pembunuhan oleh seseorang atau lebih 

dengan memakai senjata tajam dan memakai kendaraan bermotor terhadap 

korban yang diincar biasanya pengendara sepeda motor.
1
 Ancaman pidana 

bagi pelaku begal yang terdapat dalam KUHP maksimal 12 (dua belas) tahun 

jika korban mengalami luka berat, dan maksimal 15 (lima belas) tahun jika 

korban meninggal dunia.
2
 

Kejadian begal biasanya dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi, 

sehingga seseorang rela melakukannya dengan mempertaruhkan nyawanya 

baik nyawa pelaku maupun nyawa korban. Menurut W.A. Bonger sebagai 

kriminolog berpendapat bahwa pengaruh besar dalam timbulnya suatu 

kejahatan ialah faktor ekonomi, dengan menambahkan apa yang disebutnya 

                                                           
1
 Yudika Tunggal Teradharana,"Kamuflase Pelaku Kejahatan Begal Kota Surabaya," 

Jurnal S1- Sosiologi Fisip Universitas Airlangga, (2018), hlm. 2, 

https://journal.unair.ac.id/JHPi@kamuflase-pelaku-kejahatan-begal-kota-surabaya-article-5294-

media-157-category-11.html diakses pada 11 Juni 2022 pukul 09.38 WIB. 
2
 Pasal 365, dan 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

https://journal.unair.ac.id/JHPi@kamuflase-pelaku-kejahatan-begal-kota-surabaya-article-5294-media-157-category-11.html
https://journal.unair.ac.id/JHPi@kamuflase-pelaku-kejahatan-begal-kota-surabaya-article-5294-media-157-category-11.html
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Subyektive Nahrungschwerung (pengangguran) sebagai hal yang 

menentukan.
3
 Pengangguran tersebut dapat menimbulkan suatu kejahatan 

salah satunya pembegalan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

yang semakin hari semakin meningkat. Hal tersebut sebagai jalan pintas 

untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari secara instan. Kejahatan ini 

disebut dengan istilah yaitu blue-collar crime atau kejahatan kerah biru yang 

biasa dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah.
4
 

Korban yang terancam keselamatan dirinya, ada beberapa yang berani 

melakukan perlawanan terhadap begal untuk membela diri dengan 

menyerang balik pelaku begal tersebut, sehingga pelaku begal mengalami 

luka-luka bahkan hilangnya nyawa bagi pelaku begal. Pembelaan diri yang 

dilakukan oleh korban tidak dapat dipidana karena terdapat beberapa bentuk 

pembelaan terpaksa yaitu Overmacht dalam Pasal 48 KUHP; Barang siapa 

melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. 

Noodtoestand dan Noodweer dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP; “Tidak dipidana, 

barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri 

maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri 

maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat 

dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Seorang tidak dapat dipidana 

apabila ia melakukan atas dasar pembelaan terpaksa baik untuk diri sendiri 

maupun untuk orang lain dimana pembelaan terpaksa tersebut dilakukan 

sebagai upaya untuk melindungi kehormatan kesusilaan (eerbarheeid), harta 

                                                           
3
 I. S. Susanto, Kriminologi, (Yogyakarta: Genda Publishing, 2011), hlm. 1. 

4
 Ibid., hlm. 411. 
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benda (goed), dan nyawa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan 

oleh seseorang. Hukum pidana tidak terbatas pada menjatuhkan hukuman 

pidana kepada mereka yang melanggar hukum, tetapi juga mengatur upaya 

pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa dilakukan mempertahankan 

keselamatan jiwa, harta benda, dan kehormatan individu.
5
 

Salah satu unsur dalam suatu tindakan yang diancam pidana yaitu 

bersifat melawan hukum. Alasan peringan dan alasan pemaaf yang dilihat 

dari bagaimana melakukan suatu tindakan, kepada siapa tindakan itu 

dilakukan, dan pada keadaan seperti apa tindakan tersebut dilakukan yang 

bisa dijadikan alasan peringan dan alasan pemaaf, alasan tersebut tidak 

menghilangkan sifat tindakan tersebut sebagai tindak pidana, namun sebagai 

alasan dibebaskan dari hukuman atas suatu tindakanya karena alasan tertentu 

yang disebutkan diatas.
6
 

Contoh kasus yang diambil yaitu terdapat dalam Putusan Nomor: 

1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.
7
 Terdakwa Anak bernama Mochamad Zainul 

Afandik (ZA) alias Fandik Bin Saruji telah terbukti secara sah oleh hakim 

atas tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati” sebagaimana diatur 

dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Anak ZA dihukum 

pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejateraan Sosial Anak 

(LKSA) Darul Aitam di Wajak Kabupaten Malang selama 1 (satu) tahun. 

                                                           
5
 Sudarto, Hukum Pidana 1 Edisi Revisi, (Semarang: FH Undip, 2009),  hlm. 249. 

6
 P.A.F. Lamintang. Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di 

Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 36. 
7
 Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn. 
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Kejadian bermula saat Anak ZA (17 tahun) lagi mengemudikan 

sepeda motor bersama Amelia Vina alias Vivin sebagai Anak Saksi yang 

bertempat di lokasi tanaman tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon 

Kabupaten Malang. Datanglah Misnan (35 tahun) dan Mamat yang 

memberhentikan ZA bersama Anak Saksi, lalu meminta seluruh barang milik 

ZA dan Anak Saksi termasuk sepeda motornya, ZA menolak hal itu sehingga 

muncul ancaman dari Misnan dan Mamat yang akan menggilir atau 

memerkosa Anak Saksi namum Anak Saksi menolaknya. Saat Misnan dan 

Mamat berdiskusi, ZA sempat membuka jok sepeda motornya untuk 

mengambil sebilah pisau. Kemudian Misnan dan Mamat mendekati ZA untuk 

tetap menginginkan barang punya ZA dan Anak Saksi. Melihat keadaan 

tersebut, ZA akhirnya emosi lalu menusukkan pisau tersebut ke dada Misnan 

sebanyak 1 kali sambil berkata “Jancuk tak pateni kon”. Kemudian ZA 

mencabut pisau dari dada Misnan dan berusaha menyerang Mamat namun 

berhasil kabur, kemudian ZA bersama Anak Saksi keluar dari lokasi kejadian 

untuk mengantar Anak Saksi pulang ke rumahnya. Pisau tersebut memang 

sengaja dibawa untuk kepentingan praktik di sekolahnya.
8
 

Terkait tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya begal 

yang dilakukan oleh pelaku anak, hal tersebut masih dinilai sebagai suatu 

tindakan melawan hukum yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. 

Tindak pidana tersebut diatur di KUHP Bab XIX Buku ke- II pada Pasal 338-

                                                           
8
 Ahda Bayhaqi, Merdeka.com : Terancam Penjara Seumur Hidup, Pelajar Pembunuh 

Begal Tak Ditahan, https://www.merdeka.com/peristiwa/terancam-penjara-seumur-hidup-pelajar-

pembunuhbegal-tak-ditahan.html diakses pada 13 Juni 2022 pukul 19.12 WIB. 

https://www.merdeka.com/peristiwa/terancam-penjara-seumur-hidup-pelajar-pembunuhbegal-tak-ditahan.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/terancam-penjara-seumur-hidup-pelajar-pembunuhbegal-tak-ditahan.html


5 
 

 
 

346, dan Pasal 359. Menurut Cesare Lombroso, ahli kriminologi, sebab-sebab 

kejahatan hanya dapat ditemukan melalui tanda-tanda fisik, psikologis, dan 

karakteristik tubuh seseorang.
9
 

Anak yang melakukan tindak pidana berhak mendapat perlindungan 

hukum dikarenakan anak dianggap belum mengetahui akibat hukum yang 

terjadi jika melakukan perbuatan pidana. Perlindungan anak dalam penjelasan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Yaitu segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.
10

 

Alasan anak tersebut menghilangkan nyawa seorang begal yaitu 

pembelaan diri terhadap pelaku begal yang memaksa untuk merampas, 

sehingga anak merasa terpaksa untuk melawan. Tindakan tersebut disebut 

sebagai pembelaan terpaksa (noodweer).
11

 noodweer dilakukan karena pada 

saat keadaan terancam pasti ada reflek atau tindakan yang tidak disadari 

sehingga tidak dapat berpikir panjang apabila menghadapi hal terkait. 

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh 

                                                           
9
 Tresia Elda, “Sanksi Pidana Akibat Pembunuhan Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri 

Kelas I A Padang,” SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I , Vol. 3 No. 2, (2016), hlm. 156, 

https://core.ac.uk/download/pdf/325992719.pdf diakses pada 11 Juni 2022 pukul 10.47 WIB. 
10

 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
11

 Wenlly Dumgair, “Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang 

Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Pengahapus Pidana.” Lex Crimen, Vol. 

V/No.5/Jul,(2016),hlm.61-68, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13303 

diakses pada 13 Juni 2022 pukul 20.05 WIB. 

https://core.ac.uk/download/pdf/325992719.pdf
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13303
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keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, 

tidak dapat dipidana.
12

 

Kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan 

oleh anak tersebut, harus dipandang dari sudut pandang keadilan hukum bagi 

anak dan masa depannya. Kajian empiris menunjukkan bahwa anak-anak 

selalu menghadapi realitas hukum yang tidak memperhatikan kepentingan 

masa depan mereka sebagai generasi yang memerlukan pemdibinaan. Sistem 

penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan yang 

menyebabkan kematian seringkali menolak adanya pembelaan terpaksa, 

sehingga penjatuhan pidananya layaknya orang dewasa. Alasan anak dalam 

melakukan hal tersebut berterkaitan dengan faktor internal (kepribadian, 

kemampuan berpikir, dan keadaan emosional), dan juga faktor eksternal 

(lingkungan sosial, tingkat pendidikan, dan rangsangan dari korban sendiri). 

Jadi seharusnya alasan karakteristik anak yang menghilangkan nyawa orang 

tersebut harus dipertimbangkan agar dapat memberikan bimbingan dan 

membantu anak mengembangkan perilaku yang lebih baik di masa depan.
13

 

Kehidupan manusia selalu mengalami perubahan dan perkembangan 

dari waktu ke waktu, sehingga hukum selalu mengalir sesuai dengan 

kehidupan manusia. Hal tersebut harus dipertimbangkan dalam melindungi 

                                                           
12

 Duwi Handoko, Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia, 

(Pekanbaru : Hawa dan Alwa, 2017), hlm. 157. 
13

 Widyatmoko Cikal dan Ika Febrian Kristiana, “JEJAK PSIKOLOGIS REMAJA DAN 

PEMBUNUHAN Penelitian Studi Kasus Pembunuhan yang Dilakukan oleh Remaja Narapidana di 

Lapas Kedung Pane Semarang,” Jurnal EMPATI, vol, 3(4), (2014), hlm. 629-639, 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/7624 diakses pada 14 Juni 2022 pukul 

21.32 WIB. 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/7624
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kepentingan dan hak-hak korban. Karena saat ini belum memiliki peraturan 

secara khusus yang mengatur perlindungan bagi korban kejahatan tindak 

pidana.
14

 

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap 

anak yang berupaya untuk membela diri dan melindungi teman wanitanya 

dari pelaku pembegalan. Anak tersebut justru divonis pidana oleh hakim anak 

dengan pidana 1 (satu) tahun pembinaan dalam lembaga LKSA. Sanksi 

pidana tersebut termasuk ke dalam sanksi pidana pokok yaitu pembinaan 

dalam lembaga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 71 ayat (1) pada huruf d 

dalam UU SPPA. Seharusnya tidak dapat dipidana karena adanya pembelaan 

terpaksa pada Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP yang menjadi alasan pemaaf 

untuk menghapus pidana anak tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk 

melakukan penulisan dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM ANAK 

PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG 

MENYEBABKAN KEMATIAN (Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/ 

PN Kpn)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang 

                                                           
14

 Bambamg Waluyo, Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 41. 
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menyebabkan kematian dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/ 

PN Kpn? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak 

pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan 

nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/ PN Kpn? 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan 

dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana 

penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor 

1/Pid.Sus-Anak/2020/ PN Kpn. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum 

terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan 

kematian dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/ PN Kpn. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah keilmuan 

serta memberikan informasi kepada penulis, masyarakat, serta penegak 

hukum terkait pencegahan kriminalisasi terhadap anak tersebut dengan 

dilakukan perlindungan hukum kepada anak pelaku penganiayaan yang 

mengakibatkan matinya begal atas dasar pembelaan terpaksa. 



9 
 

 
 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi hakim sebagai praktisi hukum saat pertimbangan untuk 

menjatuhkan tindak pidana terhadap anak pelaku penganiayaan yang 

mengakibatkan matinya begal. Penulisan skripsi ini juga diharapkan 

menjadi referensi bagi masyarakat untuk memperdalam pengetahuan 

dalam bidang hukum pidana. 

E. Ruang Lingkup 

Penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Anak Pelaku 

Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 

1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)” ini memiliki ruang lingkup yaitu dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Anak pelaku tindak 

pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian pada putusan nomor 

1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn, dan juga perlindungan hukum bagi anak 

pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian. 

F. Kerangka Teori 

Penulisan skirpsi ini menggunakan beberapa teori yang dapat 

membantu penulis dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan. Penulis 

menggunakan 2 (dua) teori dalam pembuatan skripsi ini yaitu sebagai berikut: 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah upaya dalam pemenuhan hak dan 

pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban untuk memberikan 
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rasa aman. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dapat 

diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian 

restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.
15

 

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah bentuk 

perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia yang dimiliki 

oleh setiap subyek hukum, berdasarkan ketentuan hukum yang adil dan 

tidak sewenang-wenang.
16

 

Hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap 

kepentingan manusia yang berbentuk norma dan kaedah, yang 

diberikan untuk individu sebagai subjek hukum dalam bentuk 

perangkat baik dari tindakan preventif ataupun represif, baik secara 

lisan ataupun tertulis. Dalam perspektif hukum pidana, kedua bentuk 

perlindungan hukum pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan 

kriminal yang saling terkait dalam upaya menegakkan hukum pidana 

yang tidak dapat dipisahkan dari peran negara sebagai lembaga yang 

berwenang untuk mengaktifkan penegakan hukum pidana di dalam 

masyarakat.
17

 Menurut Phillipus M. Hadjon, bentuk dari perlindungan 

hukum yaitu sebagai berikut : 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

                                                           
15

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum [Introduction to Legal Research], 

(Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 133. 
16

 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press, 2011), hlm. 10. 
17

 Ibid, hlm. 11. 
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Pada perlindungan hukum ini subyek hukum 

diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 

pendapatnya sebelum adanya suatu keputusan pemerintah. 

Tujuan perlindungan hukum yaitu mencegah terjadinya 

pelanggaran dan memberikan panduan atau aturan dalam 

melaksanakan suatu kewajiban. 

b. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif adalah bentuk 

perlindungan hukum yang dilakukan setelah terjadinya 

pelanggaran hukum, dengan memberikan sanksi, denda, 

penjara, atau hukuman tambahan kepada pelaku 

pelanggaran. Tujuannya adalah untuk menghukum dan 

mencegah pelaku untuk melakukan pelanggaran hukum di 

masa depan.
18

 

2. Teori Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim menjadi aspek yang begitu penting dalam 

menentukan agar nilai dari suatu putusan hakim dapat memberikan 

kepastian hukum dan juga berwujudkan keadilan (ex aequo et bono). 

Pertimbangan hakim juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak 

yang bersangkutan. Maka dari itu pertimbangan hakim harus 

dilaksanakan secara teliti, baik, dan cermat. Apabila sebaliknya maka 

                                                           
18

 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 20. 



12 
 

 
 

putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim dapat dibatalkan 

oleh Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung.
19

 

Pertimbangan hakim dinilai sebagai dasar dalam putusan hakim 

untuk menjatuhkan suatu hukuman. Alasan yang sesuai dan jelas 

dalam pertimbangan sebagai dasar putusan Hakim menjadi objektif 

dan bermartabat. Keputusan yang diberikan oleh hakim merupakan 

hasil akhir dari suatu proses pemeriksaan dan persidangan suatu 

perkara. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai 

berikut:
20

 

a. Keputusan mengenai peristiwanya; apakah terdakwa melakukan 

perbuatan yang dituduhkan kepadanya. 

b. Keputusan mengenai hukumnya; apakah perbuatan tersebut 

merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta 

dapat dipidana. 

c. Keputusan mengenai pidananya; jika terdakwa memang dapat 

dipidana, maka putusan juga mencakup hukuman yang 

diberikan. 

Adapun tugas Hakim pada Undang-Undang Kekuasaan 

Kehakiman No. 48 Tahun 2009 adalah Hakim bertugas untuk 

                                                           
19

 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140. 
20

 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 74, dalam Jurnal 

Nimerodi Gulo, "Disparitas dalam penjatuhan pidana," Masalah-Masalah Hukum, 47.3, (2018), 

hlm. 215-227, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17096/14069 diakses pada 

11 Agustus 2022 pukul 23.37 WIB. 

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17096/14069
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memeriksa, memutus, dan menetapkan suatu perkara.
21

 Dalam 

menjatuhkan putusan, hakim harus merujuk pada ketentuan yang telah 

diatur oleh Undang-Undang. Hakim tidak dapat memberikan hukuman 

yang lebih rendah daripada batas minimum atau lebih tinggi daripada 

batas maksimum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. 

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara, memerlukan adanya 

pembuktian sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. 

Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan 

hukuman kepada seseorang kecuali terdapat minimal dua alat bukti 

yang sah, dan adanya keyakinan bahwa benar terdakwa yang bersalah 

melakukannya,
22

 alat bukti yang dimaksud yaitu keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pembuktian 

bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta 

yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan 

hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu 

putusan sampai memastikan bahwa peristiwa/fakta tersebut memang 

benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak 

adanya hubungan hukum antara para pihak. 

                                                           
21

 Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076. 
22

 Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32. 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan kegiatan penelitian yang berdasarkan 

pada ciri-ciri keilmuan yakni rasional, sistematis dan empiris untuk 

mendapatkan informasi dengan tujuan dan penggunaan tertentu. Penelitian 

hukum adalah suatu kegiatan yang bersifat ilmiah berdasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu dengan bertujuan untuk mempelajari satu 

atau beberapa fenomena hukum tertentu dan dianalisis secara mendalam.
23

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu yuridis 

normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yuridis 

normatif merupakan suatu kegiatan penelitian hukum yang dilakukan 

dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.
24 Dalam 

penelitian hukum juga mengacu pada, asas-asas, teori-teori hukum, 

peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, norma-

norma yang berlaku dalam masyarakat, serta doktrin-doktrin sebagai 

landasan dan rujukan untuk menganalisis masalah hukum yang diteliti. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis berdasarkan 

penelitian normatif yaitu:
25

 

                                                           
23

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 14.  
24

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14. 
25

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2011), hlm. 93. 
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a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach); adalah 

suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menggunakan 

sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan dan 

regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian. 

b. Pendekatan kasus (case approach); merupakan penelitian yang 

membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit 

yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi di 

lapangan. 

3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber yang diguanakan untuk penelitian skripsi ini adalah data 

sekunder yang berasal dari sumber resmi, seperti dokumen-dokumen, 

buku-buku tentang pokok penelitian, laporan disertasi, tesis, skripsi 

serta Peraturan Perundang-Undangan. Data sekunder tersebut dibagi 

menjadi:
26

 

a. Bahan hukum primer ; 

Yaitu bahan hukum yang memiliki kedudukan tertinggi, 

seperti jenisnya adalah Peraturan Perundang-Undangan, segala 

dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dan putusan-

putusan hakim.
27

 Maka dalam penelitian ini penulis 

menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu: 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 

1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). 

                                                           
26

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm. 33. 
27

 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm. 181. 
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2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Tahun 2012 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332. 

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606. 

4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5882. 

5) Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn. 

b. Bahan hukum sekunder ; 

Yaitu bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-

dokuman resmi, seperti buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah 

yang terkait dengan objek penelitian ini.
28

 

c. Bahan hukum tersier ; 

Yaitu petunjuk dan penunjang dari bahan hukum primer 

atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, internet, berita, surat 

kabar dan lain-lain.
29

 

                                                           
28

 Ibid, hlm. 181. 
29

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Loc.Cit. 



17 
 

 
 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library 

Research), yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-

buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.
30

 

5. Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang diperoleh penulis kemudian dianalisis secara 

kualitatif, artinya mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam 

Peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, dan juga norma 

yang berkembang di masyarakat. Hasil analisis penelitian tersebut 

adalah deskriptif analisis yang meliputi isi dan struktur hukum positif, 

yaitu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi dan makna 

kaidah hukum sebagai bahan, guna memecahkan masalah hukum yang 

menjadi objek dari studi. Oleh karena itu, interpretasi yang sistematis 

akan mengarah pada kesimpulan yang baik pada saat penulisan skripsi 

ini. 

6. Penarikan Kesimpulan 

Cara penulis dalam menarik kesimpulan pada penelitian ini 

yaitu dengan metode induktif. Induktif merupakan cara berpikir yang di 

ambil dari pernyataan bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan 

yang bersifat umum.
31

  

                                                           
30

 Zainuddin Ali, Op.Cit, hlm. 107.  
31

 Zainul Asikin dan Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 25. 
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